
 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK TENAGA LISTRIK 

TERBARUKAN DI BURSA BERJANGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

 

Menimbang :

  

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 

perdagangan pasar fisik tenaga listrik yang bersumber 

dari energi terbarukan di Bursa Berjangka yang 

teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta 

adanya kepastian hukum dengan mengedepankan 

perlindungan Nasabah dan memberikan ruang bagi 

pertumbuhan Kontrak Berjangka Komoditi di Bursa 

Berjangka, perlu adanya ketentuan yang mengatur tata 

cara pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan di Bursa Berjangka; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Berjangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 

  3. 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 

  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang 

Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 

Derivatif Syariah, dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya 

yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka; 

  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa 

Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa 

Berjangka; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK TENAGA 

LISTRIK TERBARUKAN DI BURSA BERJANGKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang 

selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah 

yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, 

pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. 

2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 

sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan 

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 

Kontrak Derivatif lainnya. 

3. Bursa Berjangka Penyelenggara Perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan yang selanjutnya disebut 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan adalah Bursa Berjangka 

yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti untuk 

menyelenggarakan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan. 

4. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka 

yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka 

adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan 

kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi 

Perdagangan Berjangka. 

5. Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan yang 
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selanjutnya disebut Pembangkit Listrik EBT adalah 

pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi 

yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan 

(renewable energy), yaitu sumber energi yang dihasilkan 

dari sumber daya energi yang berkelanjutan, yang 

meliputi antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 

matahari, aliran dan terjunan air, dan energi yang berasal 

dari laut.  

6. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan 

kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, 

yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak 

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 

Derivatif lainnya. 

7. Renewable Energy Certificate atau yang selanjutnya 

disingkat REC merupakan sertifikat atas produksi tenaga 

listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik EBT 

sesuai standar yang diakui secara nasional dan/atau 

internasional. 

8. Kontrak Fisik REC adalah suatu bentuk kontrak standar 

untuk menjual atau membeli REC di Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

9. Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan adalah 

perdagangan pasar fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

teroganisir yang difasilitasi dan/atau diselenggarakan 

oleh Bursa Tenaga Listrik Terbarukan untuk transaksi 

jual atau beli Kontrak Fisik REC.  

10. REC Registry adalah penyedia sistem berbasis teknologi 

informasi yang melakukan proses registrasi Pembangkit 

Listrik EBT sampai dengan menerbitkan REC atas 

produksi tenaga listrik dari Pembangkit Listrik EBT serta 

melakukan penatausahaan REC. 

11. Jaminan Transaksi Tenaga Listrik Terbarukan yang 

selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah REC, 

uang, surat berharga, dan/atau jaminan lainnya yang 

harus ditempatkan dan/atau diserahkan oleh Pembeli 

dan/atau Penjual pada Lembaga Kliring Berjangka  
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sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Pasar Fisik REC 

di Bursa Tenaga Listrik Terbarukan. 

12. Peserta pada Bursa Tenaga Listrik Terbarukan yang 

selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang 

bertransaksi Kontrak Fisik REC yang memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan yang statusnya sebagai Peserta Bursa 

Tenaga Listrik Terbarukan dan Peserta Lembaga Kliring 

Berjangka. 

13. Penjual adalah Peserta yang bertindak selaku penjual 

Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

14. Pembeli adalah Peserta yang bertindak selaku pembeli 

Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

Pasal 2 

(1) Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan wajib 

diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Badan ini. 

(2) Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di 

Bursa Berjangka hanya dapat difasilitasi dan/atau 

diselenggarakan oleh Bursa Berjangka yang telah 

memperoleh persetujuan Kepala Bappebti sebagai Bursa 

Tenaga Listrik Terbarukan. 

(3) Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memperhatikan: 

a.  prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan 

mengedepankan kepentingan Penjual maupun 

Pembeli untuk memperoleh harga yang wajar dan 

jaminan REC sesuai ketentuan; 

b.  tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana 

pembentukan harga yang transparan dan penyediaan 
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sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai 

referensi harga di Bursa Berjangka; 

c.  pertumbuhan EBT dalam negeri; 

d.  kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha; 

e.  perlindungan terhadap Peserta; dan 

f.  memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan 

perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar 

fisik Tenaga Listrik Terbarukan. 

Pasal 3 

Ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur 

mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi di Bursa 

Berjangka tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus 

dalam Peraturan Badan ini. 

Bagian Ketiga 

Persyaratan REC dan Kontrak Fisik REC 

Pasal 4 

(1) Tenaga Listrik Terbarukan merupakan bagian dari 

Komoditi tenaga listrik. 

(2) Tenaga Listrik Terbarukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang diperdagangkan di Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan dalam bentuk REC. 

(3) REC yang diperdagangkan di Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

memiliki persyaratan minimal: 

a. dihasilkan dari Pembangkit Listrik EBT yang telah 

terdaftar pada REC Registry, dan diterbitkan oleh REC 

Registry dalam rangka penerbitan REC; dan 

b. tercatat dan terdaftar dalam REC Registry yang telah 

bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka. 

(4) REC yang telah dilakukan lepas guna (retirement) tidak 

dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan kembali pada 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan. 

Pasal 5 

(1) REC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya 

dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Tenaga Listrik 
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Terbarukan berdasarkan Kontrak Fisik REC yang telah 

mendapat persetujuan dari Bappebti. 

(2) Kontrak Fisik REC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki spesifikasi yang minimal memuat informasi atau 

keterangan sebagai berikut: 

a. kode identitas atau nomor seri REC; 

b. nama REC Registry; 

c. asal sumber energi; 

d. nama Pembangkit Listrik EBT; 

e. volume REC; dan 

f. periode produksi REC. 

(3) Spesifikasi Kontrak Fisik REC sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) termasuk perubahannya wajib diajukan 

oleh Bursa Tenaga Listrik Terbarukan kepada Kepala 

Bappebti untuk mendapatkan persetujuan. 

Bagian Keempat 

Jaminan Transaksi 

Pasal 6 

(1) Jaminan Transaksi dalam pelaksanaan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan dapat berupa: 

a. REC; 

b. uang dan/atau surat berharga yang ditempatkan pada 

Lembaga Kliring Berjangka; dan/atau 

c. jaminan lainnya yang ditentukan lebih lanjut dalam 

peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan Lembaga Kliring Berjangka. 

(2) Jaminan Transaksi yang berupa REC sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan oleh 

Penjual yang selanjutnya ditatausahakan pada akun 

Lembaga Kliring Berjangka yang secara khusus 

dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan untuk kepentingan 

Penjual. 

(3) Jaminan Transaksi yang berupa uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dalam bentuk 

denominasi Rupiah dan disimpan pada rekening yang 
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terpisah di Lembaga Kliring Berjangka yang secara 

khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan 

di Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan untuk 

kepentingan Pembeli. 

Pasal 7 

(1) Bursa Tenaga Listrik Terbarukan bersama dengan 

Lembaga Kliring Berjangka wajib memastikan kebenaran 

dan kesesuaian Jaminan Transaksi yang ditempatkan 

oleh Penjual dan Pembeli dengan nilai dan spesifikasi 

Kontrak Fisik REC yang diperdagangkan di Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran atau nilai, 

mekanisme penempatan, dan penggunaan Jaminan 

Transaksi diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata 

tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan Lembaga 

Kliring Berjangka. 

BAB II 

KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan 

Pasal 8 

Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa 

Berjangka, Bursa Tenaga Listrik Terbarukan wajib memenuhi 

persyaratan: 

a. memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka; 

b. memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan 

untuk memfasilitasi atau menyelenggarakan perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c. memiliki mekanisme dan sarana penyelesaian 

perselisihan;  
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d. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan;  

e. memiliki Komite Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan;  

f.   memiliki kajian atas keadaan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan yang akan dibentuk; dan 

g. memiliki kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka 

sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan 

Badan ini. 

Pasal 9 

(1) Sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk 

memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai 

berikut: 

a. akurat, aktual, aman, terpercaya, online dan real-time 

serta compatible secara sistem maupun aplikasi 

dengan sistem Lembaga Kliring Berjangka;  

b. memiliki fungsi yang dapat melindungi akses data 

profil, keuangan, dan transaksi dalam perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c. memiliki Business Continuity Plan (BCP) yang selalu 

mutakhir (up to date); 

d. memiliki Disaster Recovery Centre (DRC): 

1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling 

dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi 

server utama; 

2. menggunakan server atau cloud server yang 

memadai; dan  

3. memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. 

e. memenuhi persyaratan database yang berfungsi 

untuk mengelola dan menyimpan data transaksi, dan 

data pengawasan serta pelaporan transaksi 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

sebagai berikut: 
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1. menyimpan data transaksi, dan data pengawasan 

dan pelaporan paling singkat 5 (lima) tahun 

terakhir secara berturut-turut;  

2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang 

terjadi, kuotasi transaksi, saldo, dan mutasi 

transaksi Penjual dan Pembeli dengan durasi 

waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan 

3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 (dua) harus disalin dan 

disimpan ke media penyimpanan data di luar 

database sistem pengawasan dan pelaporan. 

f. server atau cloud server yang digunakan memiliki 

spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi 

penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan 

pelaporan online yaitu: 

1. server atau cloud server termasuk cadangan 

(mirroring) harus ditempatkan di dalam negeri; 

2. server atau cloud server harus memiliki cadangan 

(mirroring) server; dan 

3. server atau cloud server didukung oleh prasarana 

dan sarana yang memadai sehingga dapat 

menjamin kesinambungan operasional. 

g. dalam hal menggunakan cloud services maka 

kewajiban atas ISO 27017 (cloud security) dan ISO 

27018 (cloud privacy) harus dipenuhi oleh perusahaan 

penyedia cloud service; dan 

h. memiliki pengamanan open Application Programming 

Interface (API) yang sudah ditentukan prosedurnya, 

seperti proses enkripsi-dekripsi, whitelist Internet 

Protocol (IP), tunnel dan certificate. 

(2) Sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk 

memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan 

dari Kepala Bappebti. 
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Pasal 10 

(1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

d paling sedikit memuat: 

a. persyaratan dan tata cara penerimaan menjadi Peserta 

pada Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan dengan 

memperhatikan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Badan ini; 

b. hak dan kewajiban Peserta; 

c. formulasi atau perhitungan biaya kepesertaan dan 

biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta; 

d. ketentuan mengenai besaran, nilai, mekanisme 

penempatan, dan penggunaan Jaminan Transaksi; 

e. persyaratan REC yang ditransaksikan; 

f. mekanisme perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

g. mekanisme penempatan kuotasi penawaran harga beli 

dan harga jual termasuk perubahannya; 

h. mekanisme penyelesaian transaksi; 

i. mekanisme pencatatan, peralihan kepemilikan REC 

serta mekanisme lepas guna (retirement) REC; 

j. mekanisme penyelesaian perselisihan;  

k. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan 

tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; dan 

l. mekanisme pengawasan, dan pelaporan perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan. 

(2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik REC sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib 

mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. 

Pasal 11 

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan diajukan kepada 

Kepala Bappebti disertai dengan dokumen: 

a. surat permohonan persetujuan sebagai Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan; 



- 12 - 

 

 

b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya 

yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM; 

c. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan 

oleh Kementerian Hukum dan HAM; 

d. izin usaha sebagai Bursa Berjangka; 

e. kajian pertimbangan ekonomi dan keadaan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan yang akan dibentuk; 

f. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) 

tahun yang didalamnya mencakup mengenai proyeksi 

jumlah transaksi, jumlah Pembangkit Listrik EBT, 

jumlah Penjual dan Pembeli; 

g. struktur organisasi yang di dalamnya terdapat divisi 

yang menangani dan memiliki fungsi dalam 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan; 

h. rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan; 

i. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat 

keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan, 

dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

j. dokumen perjanjian kerja sama dengan Lembaga 

Kliring Berjangka yang telah memenuhi persyaratan 

yang diatur dalam Peraturan Badan ini; 

k. Prosedur Operasional Standar tentang: 

1. kepesertaan Penjual dan/atau Pembeli;  

2. pelaksanaan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan;  

3. pencatatan dan pelaporan perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan; dan  

4. penyelesaian perselisihan. 

(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan 

menggunakan Formulir REC I.1 dan dilengkapi dengan 
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dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir REC I.2 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Badan ini. 

(3) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas 

keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal diperlukan, Bappebti dapat melakukan 

pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor 

pemohon serta membuat Berita Acara Pemeriksaan 

dengan menggunakan Formulir REC I.3 dan Formulir 

REC I.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Badan ini. 

(5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah 

dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada 

pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu 

dilengkapi oleh pemohon. 

(6) Dalam hal terdapat tanggapan atau catatan hasil 

verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian dokumen yang 

dipersyaratkan, dan/atau kekurangan persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bappebti 

memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada 

pemohon untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan 

persyaratan terhitung sejak Bappebti memberikan 

tanggapan atau catatan. 

(7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemohon tidak 

melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan maka 

Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan 

yang disampaikan oleh pemohon. 

(8) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah semua persyaratan 

dinyatakan lengkap dan benar. 
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(9) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan dengan menggunakan Formulir REC 

I.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Badan ini. 

(10) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan menggunakan Formulir REC I.6 sebaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. 

(11) Pemenuhan persyaratan Lembaga Kliring Berjangka 

diajukan sekaligus dengan pemenuhan persyaratan 

permohonan persetujuan sebagai Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan.  

Pasal 12 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan, Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan berhak:  

a. menerima atau menolak calon Peserta yang 

melakukan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara 

penerimaan kepesertaan;  

b. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan 

biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta 

yang besarannya memperhatikan prinsip efisiensi dan 

kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu 

dengan Komite Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan;  

c. mengusulkan Kontrak Fisik REC yang diperdagangkan 

melalui Bursa Tenaga Listrik Terbarukan untuk 

mendapat Persetujuan dari Bappebti; 

d. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan penyelenggaraan perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan termasuk mencegah 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengurangi 

transparansi dan kewajaran dalam perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

e. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada 

Peserta apabila melakukan pelanggaran ketentuan 
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peraturan perundang-undangan di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 

f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bappebti 

untuk dilakukan penghentian sementara, dalam hal 

terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan. 

(2) Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan, Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan wajib:  

a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk 

terselenggaranya pelaksanaan perdagangan, 

pelaporan, dan pengawasan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan yang teratur, transparan, dan wajar; 

b. memastikan REC yang diperdagangkan di Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan sesuai dengan spesifikasi 

Kontrak Fisik REC; 

c. melakukan pengawasan pasar terhadap 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan sesuai dengan mekanisme Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan yang telah disetujui 

oleh Bappebti; 

d. memberikan dan/atau menyediakan hak akses sistem 

perdagangan, pengawasan, dan pelaporan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;  

e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan berjalan dengan baik dan 

melaporkan kepada Kepala Bappebti; 

f. menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

kepada Kepala Bappebti secara berkala dan/atau 

sewaktu-waktu yang tata cara, isi dan bentuknya 
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diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala 

Bappebti; 

g. menerapkan program anti pencucian uang, 

pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan 

pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

terhadap seluruh Peserta baik pada saat proses 

penerimaan kepesertaan, selama menjadi Peserta, 

pemantauan transaksi, dan melakukan proses 

pengkinian penilaian risiko Penjual dan Pembeli 

secara berkala; dan 

h. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata 

tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, 

dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

kepada Kepala Bappebti. 

(3) Dalam penerapan program anti pencucian uang, 

pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan 

pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bursa 

Tenaga Listrik Terbarukan melaksanakan prinsip Know 

Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), 

dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) dalam proses 

penerimaan Peserta. 

Bagian Kedua 

Lembaga Kliring Berjangka 

Pasal 13 

(1) Proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian 

transaksi perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring 

Berjangka yang telah memiliki perjanjian kerja sama 

dengan Bursa Tenaga Listrik Terbarukan. 

(2) Untuk dapat melaksanakan proses pengkliringan 

dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi 
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perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, 

selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di 

Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka wajib 

memenuhi persyaratan: 

a.  memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring 

Berjangka; 

b. memiliki kerja sama dengan Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan untuk proses pengkliringan dan/atau 

penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c. memiliki sistem yang dapat memfasilitasi proses 

pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian 

transaksi Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

d. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan;  

e. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang 

dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi 

dan/atau Pasar Fisik lainnya untuk pengelolaan dana 

Jaminan Transaksi;   

f. memiliki akun aktif pada REC Registry yang 

dipergunakan untuk mentatausahakan REC; dan 

g. memiliki struktur organisasi yang di dalamnya 

terdapat divisi yang bertugas dan berfungsi 

menangani pengkliringan dan/atau penjaminan 

penyelesaian transaksi dalam rangka penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan. 

(3) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf e hanya dapat dibuat pada bank 

penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala 

Bappebti. 

(4) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) hanya dapat dipergunakan setelah mendapat 

persetujuan Kepala Bappebti.  
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(5) Persetujuan Rekening yang terpisah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) pertama kali diberikan sekaligus 

pada saat pemberian persetujuan Bursa Berjangka 

sebagai Bursa Tenaga Listrik Terbarukan oleh Kepala 

Bappebti. 

Pasal 14 

(1) Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf c harus memenuhi persyaratan paling sedikit 

sebagai berikut: 

a. akurat, aktual, aman, terpercaya, online dan real-time 

serta terkoneksi dengan Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan;  

b. memiliki fungsi penjaminan, penyelesaian transaksi, 

dan memastikan validasi yang baik atas pencatatan 

saldo REC dan mutasi dana dalam penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c.  memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data 

profil, keuangan, dan transaksi setiap Peserta; dan 

d. apabila menggunakan cloud services maka kewajiban 

atas ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud 

privacy) harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia 

cloud service. 

(2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

perubahannya wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti. 

Pasal 15 

(1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) huruf d paling sedikit memuat: 

a. persyaratan menjadi Peserta; 

b. hak dan kewajiban Peserta;  

c. ketentuan mengenai besaran, nilai, mekanisme 

penempatan, dan penggunaan Jaminan Transaksi; 

d. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan 

dalam Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

e. mekanisme pencatatan dan perpindahan saldo REC; 

f. mekanisme lepas guna (retirement) REC; 
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g. mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan; 

dan 

h. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan 

tata tertib. 

(2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

perubahannya wajib disampaikan oleh Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan untuk mendapatkan persetujuan dari 

Kepala Bappebti. 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan 

dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, 

Lembaga Kliring Berjangka berhak: 

a.  menerima atau menolak calon Peserta sesuai dengan 

persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan; 

b.  menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan 

biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta 

yang besarannya memperhatikan prinsip efisiensi dan 

kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu 

dengan Komite Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c.  melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan penyelesaian transaksi perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, pencatatan 

saldo REC, dan lepas guna (retirement) REC; 

d.  melakukan penerimaan Jaminan Transaksi dari 

Peserta; 

e.  menerima data transaksi dari Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan secara real-time;  

f.  melakukan penerimaan dan pengiriman dana melalui 

saluran pembayaran yang disediakan oleh Lembaga 

Kliring Berjangka secara terintegrasi; 

g.  menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan 

terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan; 
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h.  mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada 

Peserta Lembaga Kliring Berjangka apabila melakukan 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Perdagangan Berjangka komoditi. 

(2) Dalam rangka melaksanakan proses pengkliringan 

dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, 

Lembaga Kliring Berjangka wajib: 

a.  memiliki sistem yang cukup dalam proses 

pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan  

yang terintegrasi dengan sistem Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

b.  melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

c.  menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan 

serta kegiatan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan, kecuali informasi tersebut diberikan 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d.  memiliki divisi yang bertugas dan berfungsi 

menangani pengkliringan dan/atau penjaminan 

penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan; 

e.  mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik 

semua data yang berkaitan dengan kegiatan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

f.  melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi 

pada perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

g.  melakukan penatausahaan REC yang meliputi 

pencatatan saldo REC, pengalihan kepemilikan, dan 

pelepasan guna (retirement) REC;  

h.   bertanggung jawab atas dana dan REC yang disimpan 

pada Lembaga Kliring Berjangka; 

i.  memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Peserta;  
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j.  memberikan hak akses untuk membaca (read only) 

kepada Bappebti dalam rangka pengawasan terhadap 

sistem pengkliringan dan/atau penjaminan 

penyelesaian perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

k.  menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata 

tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di 

Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pengenaan 

sanksi dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan kepada Kepala 

Bappebti; dan 

l.  menyiapkan catatan dan menyampaikan laporan 

penyelesaian transaksi penyelenggaraan perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan secara berkala 

dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Bappebti 

yang tata cara, isi dan bentuknya diatur lebih lanjut 

dalam Surat Edaran Kepala Bappebti. 

Bagian Ketiga 

REC Registry 

Pasal 17 

(1) Proses registrasi Pembangkit Listrik EBT, penerbitan 

REC, dan pencatatan kepemilikan serta periode produksi 

masing-masing REC pada Perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan dilaksanakan oleh REC 

Registry. 

(2) REC Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan lembaga yang memiliki kriteria antara lain: 

a. mendapatkan pengakuan dari asosiasi yang 

menjalankan protokol perubahan iklim dan mematuhi 

standar pelaporan internasional seperti yang diinisiasi 

oleh Greenhouse Gas Protocol dan RE100; dan/atau 

b. dapat mengelola sistem penerbitan, pencatatan, 

pelacakan, pengalihan, dan pelepasan guna 

(retirement) REC. 
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Bagian Keempat 

Peserta  

Pasal 18 

(1) Penjual dan Pembeli wajib menjadi Peserta Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan dan Peserta Lembaga Kliring 

Berjangka. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjual dan Pembeli 

diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa 

Tenaga Listrik Terbarukan dan Lembaga Kliring 

Berjangka. 

BAB III 

MEKANISME PERDAGANGAN  

Pasal 19 

(1) Peserta hanya dapat melakukan transaksi pada 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

setelah memiliki akun transaksi pada Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan. 

(2) Bursa Tenaga Listrik Terbarukan harus memberikan 

fasilitas kepada Peserta untuk dapat membuat sendiri 

password atas akun transaksinya. 

(3) Password atas akun transaksi bersifat rahasia dan 

dilarang dikuasai, diberikan atau digunakan oleh pihak 

lain selain Peserta yang bersangkutan. 

(4) Peserta bertanggung jawab penuh atas keamanan 

penggunaan akun transaksi tersebut. 

Pasal 20 

(1) Peserta wajib menempatkan dan/atau menyerahkan 

Jaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring Berjangka 

sebelum melakukan kuotasi penawaran harga jual 

dan/atau harga beli di Bursa Tenaga Listrik Terbarukan. 

(2) Bentuk dan mekanisme penempatan Jaminan Transaksi 

diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kliring Berjangka 

dengan memperhatikan penerapan program anti 

pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan 



- 23 - 

 

 

pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah 

massal. 

(3) Lembaga Kliring Berjangka melakukan validasi atas 

kesesuaian Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(4) Lembaga Kliring Berjangka memberikan informasi 

penempatan Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Bursa Tenaga Listrik Terbarukan 

untuk kemudian diteruskan ke sistem perdagangan. 

(5) Bursa Tenaga Listrik Terbarukan wajib memastikan 

ketersediaan saldo REC dan/atau saldo dana Peserta 

pada saat akan dimulainya transaksi. 

Pasal 21 

(1) Transaksi jual beli pada Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan dilakukan dengan menggunakan sistem 

perdagangan secara elektronik online Bursa Tenaga 

Listrik Terbarukan. 

(2) Sistem perdagangan secara elektronik online Bursa 

Tenaga Listrik Terbarukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib secara otomatis mampu: 

a. memperhitungkan jumlah lot maksimum yang dapat 

ditransaksikan dari akun Peserta berdasarkan 

Jaminan Transaksi;  

b. membuka sesi perdagangan sesuai jam perdagangan; 

c. membandingkan antara jumlah lot dalam amanat 

transaksi dengan data maksimum lot yang dapat 

ditransaksikan masing-masing akun transaksi; 

d. menolak jumlah lot yang melebihi data maksimum lot, 

dan menerima jumlah lot yang lebih kecil atau sama 

dengan data maksimum lot; dan 

e. melakukan penyepadanan amanat Peserta. 

Pasal 22 

(1) Setiap transaksi yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli 

dilakukan verifikasi oleh Bursa Tenaga Listrik Terbarukan 

untuk kemudian didaftarkan kepada Lembaga Kliring 
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Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan 

penyelesaian transaksi. 

(2) Dalam melakukan penjaminan dan penyelesaian 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga 

Kliring Berjangka melakukan fungsi Delivery versus 

Payment dengan: 

a. memastikan ketersediaan dana yang ada pada 

rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan 

kepemilikan REC; 

b. melakukan pencatatan perpindahan dana, saldo, dan 

catatan kepemilikan REC; 

c. mengubah saldo dan catatan atas kepemilikan REC 

berdasarkan hasil transaksi pada Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan; 

d. melakukan pengiriman atau transfer saldo REC 

kepada akun Pembeli; dan 

e. melakukan pendebetan dan/atau pengkreditan 

rekening keuangan Penjual dan/atau Pembeli untuk 

kepentingan penyelesaian transaksi atas kegiatan 

perdagangan melalui Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

Pasal 23 

(1) Penarikan dana oleh Peserta hanya dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kliring 

Berjangka terdapat kesesuaian antara permintaan 

penarikan dana dengan catatan dana Peserta pada 

rekening yang terpisah. 

(2) Penarikan dana oleh Peserta hanya dapat dilakukan 

melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama 

Peserta yang tercantum dalam aplikasi pembukaan akun 

transaksi. 

Pasal 24 

(1) Lembaga Kliring Berjangka memfasilitasi pelepasan guna 

(retirement) REC setelah menerima permohonan dari 

Peserta. 
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(2) Ketentuan mengenai mekanisme pelepasan guna 

(retirement) REC diatur lebih lanjut dalam peraturan dan 

tata tertib Lembaga Kliring Berjangka. 

Pasal 25 

Ketentuan teknis mengenai mekanisme perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan diatur lebih lanjut dalam 

peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan pada Bursa Tenaga Listrik Terbarukan. 

BAB IV 

PENGAWASAN 

Pasal 26 

(1) Bappebti melakukan pengawasan atas perdagangan Pasar 

Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

(2) Ruang lingkup pengawasan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi: 

a. para pihak yang melakukan transaksi perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; 

b. penyelenggaraan transaksi Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan; 

c. mekanisme transfer dan pelepasan guna (retirement) 

REC; dan 

d. pelaporan terkait perdagangan Pasar Fisik Tenaga 

Listrik Terbarukan. 

(3) Bursa Tenaga Listrik Terbarukan dan Lembaga Kliring 

Berjangka dalam rangka pengawasan terhadap 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan wajib: 

a. memberikan hak akses untuk membaca (read only) 

kepada Bappebti untuk seluruh sistem yang 

dipergunakan dalam menyelenggarakan perdagangan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan; dan 

b. menyampaikan laporan transaksi, laporan keuangan, 

laporan kegiatan, dan laporan lainnya atas 

pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 
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Terbarukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 

kepada Kepala Bappebti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala 

Bappebti. 

Pasal 27 

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (1), unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi 

pengawasan di Bappebti menyusun standar operasional 

prosedur pengawasan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis 

pelaksanaan pengawasan.  

Pasal 28 

(1) Bappebti melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan 

secara berkala dengan mempertimbangkan paling sedikit: 

a. jumlah Peserta; 

b. volume dan nilai transaksi perdagangan Pasar Fisik 

Tenaga Listrik Terbarukan;  

c. jumlah pelepasan guna (retirement); dan  

d. jumlah perselisihan dan perkembangan penyelesaian 

perselisihan. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman bagi Bappebti dalam rangka perbaikan 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

BAB V 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 29 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam 

penyelenggaraan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan, 

terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara 

musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak 
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dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian 

antar para pihak. 

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pihak yang berselisih dapat 

menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan 

mediasi yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam 

batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar 

para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa 

Berjangka. 

(3) Dalam hal dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan 

perdamaian, para pihak yang berselisih dapat 

menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri 

sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang 

diatur dalam perjanjian antar para pihak. 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 30 

(1) Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan atas 

pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini. 

(2) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif 

terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap Peraturan Badan ini sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis;  

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu;  

c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

d. pembatalan persetujuan;  

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan 

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi 





 

LAMPIRAN  

PERATURAN BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG  

TATA CARA PELAKSANAAN 

PERDAGANGAN PASAR FISIK TENAGA 

LISTRIK TERBARUKAN DI BURSA 

BERJANGKA 

 

Formulir REC I.1 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

Nomor : ... …………,……....20… 

Lampiran  : ... 

Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan 

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 

Kementerian Perdagangan 

di Jakarta 

Dengan ini kami mengajukan permohonan Permohonan Persetujuan 

sebagai Bursa Tenaga Listrik Terbarukan. Sebagai bahan pertimbangan, 

bersama ini kami sampaikan Formulir REC I.2 yang telah diisi beserta 

dokumen pendukung yang dilampirkan. 

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

 
 

Komisaris Utama, Direktur Utama, 

  

 Materai 

(……………………) (……………………….) 

Nama Jelas Nama Jelas 
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Formulir REC I.2 
 

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN BURSA TENAGA LISTRIK 

TERBARUKAN 

CATATAN: 

1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila 

ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan 

ditandatangani oleh pemohon. 

2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama perusahaan 

dan distempel 

I. KETERANGAN PERUSAHAAN 

1. Nama Lengkap Pemohon  

2. Jabatan Pemohon  

3. Nama Perseroan  

4. NPWP Perseroan  

5. Alamat Perseroan  

6. 

Nomor 

Telepon 

Nomor Fax 

E-mail 

 

7. Jumlah modal disetor  

8. Pegawai Penghubung  

 Dewan Komisaris 

No. Nama Jabatan/Bidang Tugas 

   

   

   

Direksi 

No. Nama Jabatan/Bidang Tugas 
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Daftar Pemegang Saham 

No. Nama Alamat 

   

   

   

 
 

  

II. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 

a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang 

telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

b. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM. 

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

d. Fotokopi izin usaha sebagai Bursa Berjangka. 

e. Dokumen pertimbangan ekonomi dan uraian tentang keadaan 

Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan yang akan dibentuk. 

f. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun. 

g. Struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah 

pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau 

divisi. 

h. Rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

i. Surat Pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak 

sistem perdagangan, pengawasan dan pelaporan untuk 

penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan. 

j. Fotokopi perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga 

Kliring Berjangka yang akan digunakan. 

k. Prosedur Operasional Standar. 

l. Rancangan spesifikasi Kontrak Fisik REC. 
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III. PERNYATAAN 

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan 

yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta 

lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak 

benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia 

menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya. 

 

 

 

…………………… , 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Komisaris Utama, Direktur Utama, 

  

 Materai 

(……………………) (……………………….) 

Nama Jelas 

 

Nama Jelas 
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Formulir REC I.3 

 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK CALON  

BURSA TENAGA LISTRIK TERBARUKAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama :  

 NIP :  

 Jabatan :  

2. Nama :  

 NIP :  

 Jabatan :  

3. Nama :  

 NIP :  

 Jabatan :  

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi  Nomor ……………. Tanggal....., kami telah melakukan 

pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh PT. …………………………… 

untuk melakukan kegiatan sebagai Bursa Tenaga Listrik Terbarukan dengan 

keterangan seperti tercantum dalam Formulir REC I.4. 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…………., ………….…….…  

Yang di periksa : Tim Pemeriksa Sarana Fisik : 

Direktur Utama 1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
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Formulir REC I.4 

 

Nama Perusahaan :  

Alamat :  

 

No. Jenis Sarana Fisik Uraian Keterangan 

1.  Ruang dan perlengkapan   

2.  Tempat/sarana/sistem    

3.  Sarana telekomunikasi   

4.  Sistem pengawasan   

5.  Sistem perdagangan   

6.  Sistem informasi   

7.  Sistem pencatatan dan 

penyimpanan dokumen 

  

7. Sistem pelaporan   

8. Dst.   

…………., ………….…….… 

Yang di periksa : Tim Pemeriksa Sarana Fisik : 

Direktur Utama 1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
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Formulir REC I.5 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR ……………………………………….. 

TENTANG 

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA TENAGA LISTRIK 

TERBARUKAN 

KEPADA PT.……………………………. 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

 

Menimbang : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan Nomor :…… perihal……. tanggal….. yang 

diajukan telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu 

dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 
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  3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 

  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka; 

  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik 

Terbarukan di Bursa Berjangka; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN 

PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA TENAGA LISTRIK 

TERBARUKAN KEPADA PT …………...... 

 

Pasal 1 

Memberikan persetujuan sebagai Bursa Tenaga Listrik 

Terbarukan kepada PT. …………. dengan alamat kantor di 

……...……………………………... 

Pasal 2 

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya. 

Pasal 3 

Bursa Tenaga Listrik Terbarukan wajib melaporkan keadaan 

dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada 

Kepala Bappebti. 
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Pasal 4 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal  

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II  

KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI, 

 

 

( ……………………………. ) 

 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Menteri Perdagangan; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 

4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti. 
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Formulir REC I.6 

(Kop Instansi) 

 

Nomor :   

Sifat :  

Lampiran :  

Perihal :  

 

Yth. ………………………….. 

di……………………………… 

 

Menunjuk surat Saudara Nomor ………………. tanggal ..........…………… perihal 

…………............., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini 

diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.  

 

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI,  

SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II  

KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI, 

 

(nama jelas) 

 

Tembusan: 

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 
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